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BUPATI NIAS BARAT
PROV1NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 59 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT
TAHUN 2020-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,£
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal serta Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum
Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten/Kota;

b. bahwa Rencana Umum Penanaman Modal yang diatur
dengan Peraturan Bupati akan digunakan untuk
memberikan arah dan pedoman terhadap pelaksanaan
penanaman modal di Kabupaten Nias Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang
Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Nias
Barat Tahun 2020-2023;

&

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Mengingat
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcntang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4410);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4930);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Peraturan

)

Perundang-UndanganPembentukan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik$
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tnhun 2015 Nomor 58, Tnmbnhnn Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintab Nomor 45 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pcmberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan
Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di
Bidang Penanaman Modal;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

16. Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Rancangan Umum Penanaman
Modal Provinsi dan Kabupaten Kota;

17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2
Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8
Tahun 2016 Tentang Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Nias Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor Tahun
2016 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37)
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sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias
Barat Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata
Keija Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian
Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Keija Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

terakhir

£
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN
2020-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

w Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nias Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

3. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu yang selanjutnya disingkat PM-PTSP adalah Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Nias Barat.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPM-
PTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Nias Barat.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah

Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat.
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(2) DPM-PTSP melaksanakan pengendalian pelaksanaan
kebijakan penanaman modal di dacrah.

BAB V
EVALUASI

Pasal 5

(1) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh
Kepala Dinas PM-PTSP dengan melibatkan PD terkait.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Bupati.

(4) RUPMK akan ditinjau perubahannya sesuai peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau texjadi
perubahan secara global baik moneter, bencana alam
dan struktur pemerintahan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 27 November 2020Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.
ADIELI HULU. SH.. MM

PEMBINA
NIP. 19740808 201001 1 008 FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 27 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 59.
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